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Abstract: This article is writfen to explain conflict pattern that faced by Partai
Persatuan Pembangunan ( PPP ) in the New Order Era and Reformation
Era. The article is not only explain PPP’s conflict paftern buf also explore
relation between conflict and state. In New Order Era, The political parties
unification poficy made infernal conflict at political party. PPP was one of
political parties that tasting of internal conflict in New Order Era. After New
Order Era collapse, PPP still faced internal conflict. Some officials came out
from PPP, then they established new political party.
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Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakia-fakta, sifal-sifat dan hubungan antar fenomena yang ada. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini
menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data-data yang
terkumpul sehingga didapatkan kesimpulan dan gambaran menyeluruh mengenai
permasalahan yang diteliti.

Hasil peneliian menunjukkan bahwa terdapal perbedaan dan persamaan pola
konflik PPP di era orde baru dan reformasi. Perbedaannys, polakonflik PPP diera orde
baru lebih disebabkan karena perseteruan antar fraksi dalam memperebutkan atau
mempertahankan kekuasaan, terutama antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimin
Indonesia (MI). intervensi negara dalam konflik PPP di era orda baru sangat besar.
Beberapa langkah intervensi dilakukan baik secara langsung maupun tidak, nulai dari
melakukan penyederhanaan partai, panerapan asas tunggal pancasila, kebijakan Float-
ing mass dan melalul operasi inteligen dengan menempatkan orang yang bisa diajak
kerjasama dengan pemerintah serla menyingkirkan pemimpin partai yang dianggap
radikal atau kritis terhadap pamerintah. Sementara di eraraformasi konflik PPP bukan
antar fraksi tetapi antar pribadi yang disebabkan karean ego dan kepentingan untuk
mendapatkan kekuasaan. Tidak ada intervensi negara dalam konflik tersebut kareana
negara di era reformasi sedang mengalami delegitimasi. Persamaannya, sifat konflik
sama-sama tidak prinsipil. PPP juga terlihat bekum mempunyai mekanisme
penyelesaian konflik secara efektif.

Berkaitan dengan seringnya konfiik, PPP perlu melakukan pelembagaan demikrasi
prosedural dan peningkatanpenghayatan tentang ideologi partai sebagai bagian dari
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ruhperjuanagn politik. Termasuk didalamnya mengatur bagaimana mekenisme
penyelesaian kanfiik baik internal maupun eksternal secara efektif. Berkaitan dengan
turunnya kepercayaan rakyat terhadap partai sebagaimana terlihal dalam pemilu
legislatif dan presiden 2004, PPP perlu konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan
fungsi-fungsinya sebagal partal politik, seperti komunikasi polotok, pendidikan palitikk,
rekruitmen politik, agregrasi dan artikulasi kepentingan rakyat sera aktif membantu
menyelesaikan permasalahan yang dialami rakyat.

PENDAHULUAN

Merosotnya perolehan suarapartai persatuan pemmbangunan (selanjutnya
disingkat PPP) dalam pemilu legislatif dan minimnya suara pasangan hamzah Haz
dan Agum Gumelar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004
manunjukkan betapa terpuruknya PPP. Dalam pemilu legislalif, suara ppp mengalami
penurunan drastis, dari 25 juta suara pada pemilu 1899 menjadi 10 jula suara pada
pemilu 2004, Hasll pemilihan presiden lebih menyedihkan lagl, kareana pasangan
Hambah-Agum yang diusung PPP hanya mendapatkan suara 3,1%. Hasil pemilu
legislatif dan pemilihan presiden 2004 secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Tabel 1.1
Hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2004
Preerensi Wiranto-VWahid Mega-hasyim Amien- SBY-JK Hamzah-
pemiliky {Golkar-PKB) (PDI-P) Siswono {PD) Agum
{PAN) (PPP)

Hasil pemilu 21,58+10,57 18,53 6,44 7.45 8.15
legislatif (%)
Hasil Pilpres 23,3 26,0 14,4 33,2 31
(%)

Ironis, partai Islam yang telah banyak makan garam dalam perpelitikan nasional
dan pemah menjadi satu-satunya wadah penampung aspirasi politik umat Islam, harus
kehilangan kepercayaan dari hampir seluruh elemean umat Islam. Tidak bisa dipungkiri,
batwa merasotnya kepercayaan rakyat terhadap PPP tentu berkaitan dengan fenomena
kanflik yang terus-menerus menerpa partal ini. konfiikPPP ternyata tidak hanya teradi
di era orde baru, tetapi juga di era reformasl. Identitas konflik PPP di era reformasi
justru semakin meningkal. Pemberhentien 6 (enam) pengurus pusal oleh Dewan
Fimpinan Pusat (DPP) PPP karena melakukan sesuatu yang dianggap menyelahi
kebijakan partai, Keluamya KH Zaenuddin MZ dan Ja'iar Badjeber yang kemudian
membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR), pengunduran diri Bachtiar Chomsyah
dan m Husni tamrin darl keanggotaan formatur muktamar ¥V PPP 2003 serla pemecatan
ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Daerah Istimewa Yogyakaria (DIY) Fauzi
AR adalah sebagai bukii daru adanya konfiik dalam tubuh PPP di era reformasi.

Kajian mengenai konflik PPP di era orde baru seringkali menempatkan negara
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sebagai dalangnya. Hasil kajian tersebut tidak sepenuhnya salah, karena negara di
era orde baru memang berkepentingan agar partai politik senantiasa dibawah kontrol
negara. Dalam rezim orde baru partai dianggap sebagai sumber konflik dan sumber
ketidakstabilan politik sebagaimana pernah terjadi di orde lama. Orde lama adalah
masa lalu yang buruk sehingga lidak boleh terulang lagl. Untuk menjamin kestabilan
politik maka rezim orde baru melekukan penyederhanaan partal, penetapan pancasitan
sebagal salu-satunya asas partai dan pembatasan bagl politisi partal untuk duduk dalam
birokrasi. Rezim orde baru berkepentingan agar partal senantiasa kooperafif terhadap
pemerintah dan menjadi partner pemerintah dalam modernisasi khususnya
pembenagunan ekanomi. Partai politik diharapkan dapat menjadi medal dasar
pembangunan dan instrumen negara sehingga mudah dikendalikan,

Oleh rezim orde baru, PPP dianggap berpotensi menjadi partai yang akan
mengambangkan Ideologi Islam. Potensi tersebut tidak boleh muncul kareana tidak
sejalan dengan ideologl pembangunan yang tetapkan rezim erdebaru. Dengan demikian
PPP harus dijinzkkan, Upaya-upaya orde baru yang paling kentara untuk nmengurangi
peran partai poiotik yakni PPP dan PDI asdalah memecah belah para permimpln partal
melalui operasi inteligen (Willlam Liddli, 1987). Orde baru berkepenlingan melemahkan
PPP dan PDI untuk memperkuat Golkar,

Asumsi bahwa PPP konflik kareana adanya intervensi negara mungkin benar
datam konteks politik Orde Baru. Tetapi bagaimana menjelaskan konflik PPP di rea
reformasi? mengapaPPP masih dilanda konflik bahkan intensitas konflik yang tinggi
kellka peran dan posisi negara sangat lemah secara politik? Dalam kondisi sepeadi ity
apakah masih relevan menjadikan negara sebagal faktor utama penyebab konflik PPP?
Seharusnya dengan pengalaman paolitik danpotensi yang dimilikinya, PPp berpeluang
menjadi partai politik Isiam modern terbesar di Indonesia. Sebagai partai politik
Istampaling senior di antara partal politik Islam lain di era reformasi dan kenyang dengan
pengalaman konfiik, seharusnya membuat PPP mampu menyelesaikan konflik yang
dialaminya dengan cara yang leblh elegan. Terlebih lagl, negara di era reformasi
menganut sistem politik dan Kepartaian yang realtif terbuka sehingga membuat partai
termasuk PPP dapat menjadi mandin secara politik.

Beriolak dari penjelasan di alas menjadi penting dan menarik untuk dikaji
bagaimana pola konflik PPP dan refasi konfliknya dengan negara di era ords baru dan
reformasi? Kajian lentang konflik PPP di era orde baru memang sudah banyak
dilakukan. Akan tetapi kajian mengenai pola konfiik PPP dan relasi kanfliknya dengan
negara di era orda baru belum dilakukan. Pola Konflik mencakup bentuk materd, pihak
yang terlibat, sumber, sifat, implikasi dab cara panyslesaian konfliknya. Realasi kanflik
dengan negara dilihal dari bagaimana dan sejauhmana pengaruh atau campur tangan
negara dalamkonfiik isrsebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini
adatah; bagaimana pola konflik PPP di era orde baru dan reformasi? Bagaimana relasi
konflik PPP dengan negara di era orde baru dan reformasi?

Adapun tujuan dari penalitian ini adalah menjelaskan bagaimana polakonflik PPp
di era orde baru dan reformasi serta bagaimana relasi konfliknya dengan negara.
Penelitain ini juga bertujuan melakukan komparasi tentang pola konflik PPP dan realsi
kenfliknya dengan negara di era orde baru dan reformasi. Dengan melakukan komparasi,
dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Hasil panelitian dapal menjadi acuan
perumusan secara teorilik tantang pola konflik partal Islam dan realasi konfiiknya dengan
negara yang menerapkan sistem politik, pemilu dan kepartalan yang berbeds.
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KERANGKA DASAR TEOR!

Konsep atau teori yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah tentang pola,
konflik, partai politik dan sistem kepartaiar.

Konsep tentang pola

Secara umum pola dipahami sebagl bentuk atau gambaran tentang suatu hal
yang khas dan berguna sebagal contoh atau model atas hal-hal yang telah diketahui
sebelumnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebulkan bahwa poia adalah
sistem, cara kerja, bentuk (strukiur) yang tetap (Afdal Zikrl, 2005). Sedangkan dalam
kamus palitik, pola adalah sistem, cara kerja, bentuk (strukiur) yang tetap, corak atau
rencana (Marbun, 1996)

Konflik: pengertian, Faktor Penyebab, Tipe, Akibat dan Solusi

Secara umum konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan
antara sekurang-kurangnya dua pihak yan saling bergantung yang mempunyai persaps|
tentang tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka dan gangguan dari
pihak lain dalam mencapal tujuan mereka. Konsep konflik biasanya mengacu kepada
perbedaan dan perlentangan kepentingan, pendapat, ide atau paham baik dalam bemntuk
kekerasan maupun dalam kadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (albert F
Eldridge, 1872). Pertentangan dapal dikategorkan konflik jika memenuhl sejumiah
kriteria terlentu. Dalam konteks Ini, RW Maeck, Rc Synder dan Robert Ted Gurr
sebagaimana dikutip Dennis C Pirages membuat kriteria sebagal berikut: pertama,
sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak tersebut
saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi (mutually opposing acticn). Ketiga,
mereka cenderung melakukan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan
orang atau kelompok yang dianggap sebagai musuh. Keempat, interaksi pertentangan
diantara pihak-pihak tersebul berada dalam keadaan tegas dan oleh karena itu
keberadaan pertentangan tersebut dideteksi dengan mudah oleh pengamat yang lidak
terfihat didalamnya {Dennis C Pirages, 1882).

Sperjono Soekanto menjelaskan bahwa sebab musabab atau akar konflik dapat
berasal dari beberap hal, yaitu pertama, perbedaan pendirian dan perasaan antar
individu. Kedua, perbedaan kepribadian individu sebagai pengaruh darl pola-pola
kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan poerkembangan
kepribadian individu tersebut. Ketga, perbedaan kepentingan antar individu atau
kelompok. Keempat, perubahan sosial yang berlangsung cepal {Soerjono Sukanto, 1995)

Konflik sebagai perbedaan dan perlentangan dapat bersumber dari suatu sikap
yang berbeda antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atad
sekelompok orang yang lain dalam suatu ikatan tatkala mereka bersama-sama. Menurut
March dan Synder, perpacahan atau konflik dapat timbul dari kelangkaan posis| atau
sumber-sumber (resouecs). Semakin sedikit posisi atau sumber yang diraih setliap
anggota atau kelompok dalam organisasi, semakin tajam pula konflik parsaingan di
antara mereka unluk merebut posisi dan sumber tersebut. Sementara itu David
Schjwartz mengatakan bahwa konflik dapat juga disebabkan oleh aliensl politik. Menurut
Schwartz, aliensi poiitikakan dialami seseorang atau sekelompok orang ketika
menyedari bahwa nilai-nilal yang dianut sistempolitik maupun pamerinlah berbeda dab
berentangan denga nilai-nilal politik mereka (David Schwartz,1978).
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Sumber konflik lain yang dapat berkembang dalam sebuah organisasi termasuk
partai politik adalah ideologi politik. Menurut Maurice Duverger, ideologi politik dalam
arti ideologi yang berhubungan dengan kekuasaan dan pelaksanaannya dapat
menyatukan komunitas sekaligus menjadi sumber antagonisme atau konflik (Maurice
Duverger, 1982). Selain ketiga faktor internal tersebut, konflikdalamtubuh partai dapat
juga disebabkan karena faktor eksternal, seperti intervensi pihak ketiga. Menurut Den-
nis Pirages intervensi pihak ketiga tidak banyak membantu menyelesaikan konflik yang
terjadi ( Dennis Pirages, 1982)

Dilihat dari sifatnya, type konflik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama,
konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar yang prinsipil. Kedua, konflik yang timbul
karena adanya perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tetapi bukan
mengenai prinsip itu sendiri. Ketiga, konflik yang bertolak dari suatu prinsip dasar
(Maurice Duverger, 1963). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konflik dapat
mengakibatkan beberap hal, yaitu: pertama, bertambahnya solidaritas in-group, jika
yang terjadi adalah konflik antar kelompok. Kedua, retak atau goyahnya persatuan
kelompok tersebut, jika konflik terjadi dalam satu kelompok. Ketiga, perubahan
kepribadian individu yang terlibat kenflik. Keempoat, kerugian harta benda dan jatuhnya
korban jiwa. Kelima, terjadinya politik akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu
pihak {Soerjono Soekanto, 1995)

Pengaturan konflikantar partai dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pertama,
dengan koalisi pemerintahan yang stabil diantara partai-partai politik. Kedua,
menerapkan prinsip proporsionalitas. Ketiga, menerapkan sistem saling veto, yaitu
keputusan politik tidak akan diputuskan tanpa disetujui oleh semua partai politik yang
terlibat konflik (Soerjono Soekanto, 1995)

Studi mengenai konflik PPP di era orde baru yang dilakukan Syamsudin Haris,
Djuanda dan Acung Marijan menyimpulkan bahwa konflik PPP bersifat internal dan
eksternal. Konflik internal adalah konflik yang disebabkan faktor internal yaitu
terbatasnya posisi dan sumber-sumber, aliens politik dan perbedaan (penafsiran)
ideologi politik partai. Sedang konflik ekstemal adalah konflik yang disebabkan oleh
faktor liar yaitu intervensi negara. Berdasarkan hasil kajian mereka juga dapat
disimpulkan bahwa konflik PPP do era orde baru berkisar di antara tipe pertama dan
kedua dalamperspektif Maurice Duverger.

Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Menurut Carl j Friederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang
berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan
terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, partai
memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material
{Miriam Budiardjo, 1998). Ada tiga teori yang dapat digunakan untuk melihat asat usul
partai yaitu teori kelembagaan, situasi historik dan pembangunan. Teori kelembagaan
melihat ada hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik. Adapun
teori situasi historik melihat adanya partai politik sebagai upaya sustu sistem politik
untuk mengatasi krisis. Sedangkan teori pembangunan meiihat partai politik sebagai
produk modermnisasi sosial ekonomi. Modernisasi melahirkan suatu kebutuhan akan
suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai
aspirasi dalam proses tersebut.
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Sebagaimana organisasi lain, parai politik juga memiliki beberapa fungsi yailu
rekruitmen palitik, arikulasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan
pangatur politik (Miriam budiardjo, 1998). Pariai politik dapat diklasifikasikan
berdasarkanbeberapa kriteria terentu. Ramlan Surbakli membedakanparal politik
berdasarkan asa dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota serta basis sosial dan
tujuannya (Ramlan Surbakti, 1982}, Berdasarkan asas dan onentasinya partai poiitik
dapat dibedskan menjadi partai pragmatis, doktriner dan kepentingan. Adapun
berdasarkan kompesisi dan fungsi anggota, partai politik dibagi menjadi partai kader,
massa, ptoro, dictatorial dan calch-all. Ada empal type partal jika dilihat dari basis
sosialnya, yallu perlama partai yang beranggotakan berbagai lapisan sosial
dalammasyarakat. Kedua, partai yang anggotanya dari kalangan tertentu. Ketiga, partai
yang anggotanya berasal dad pemaluk agama lertentu, Keempat, pariai bangsa, bahasa
dan derah terentu. Pembagian partal menjadi partal perwakilan kelompaok, pembina
bangsa dan mobilisasi adalah pembagian partai berdasarkan tujuannya. Dilihat dari
basis sosialnya PPP dapal dikategorikan sebagai partai |slam. Kriteria partai Isfam
adalah partai yang mencantumkan lslam sebagai asasnya, menggunakan simbal-simbal
Isiam dan basls scsialnya berasal dari kalangan |slam tertentu,

Barkaitan dengan sistern kepartaian, Maurice Duverger, GA Jacobsen dan MH
Lipman mengklasifikasikan sistem kepartaian datam tiga jenis yailu sistempartal lunggal,
duapartai dan multl partai. Pembagian sistem kepariaian yang hanya didasarkan
padatipologl numerik dianggap tradisional dan tidak mampu menggambarkan interaksi
yang lerjadi diantara partai-pariai yanga ada. Berkaitan dengan ilu, Giovani Sartori,
mengatakanbahwa pembagian partai bukaniah masalah Jumiah partai, melainkan jarak
ideclogl antar partal-partai yang ada. Dengan kata lain klasifikasl sisiem kepartaian
didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak diantara kutub-kulub tersebut (polaritas)
dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan hal itu Sartori membagl sistem kepartaian
menjadi sistem pluralisme sederhana, pluralisme moderat dan pluralisme ekstrim
(Ramlan Surbakti, 1982) gsmbsrsn skematik klasifikasi sistemn kepartalan Sarton dapal
dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Sistem Kepartaian Sartori
Sistem kepartaian | Kutub Polaritas Arah
Pluralisme Sederhana | Bipolar Tidak ada Sentripetal
Pluralisme Moderat Bipolar Kecil Sentripetal
Pluralisme ekstrim Multipolar Besar Sentrufugal

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian

Penelitian ini termasik jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan
membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang ada. Data yag dibutuhkan
adalah data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang berasal dari sumber
pertama atau pihakl yang terlibat dalam konflik PPP. Sedangkan data sekunder adalah
data yang berasal darl sumber tidak langsung bisa dari majalah, koran,buku atau or-
ang yang tidak teribat dalam konflik PEP, Unit analisi penelitian ini adalah pengurus
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DPP PPP dan DPW PPP DIY di era orde baru dan reormasi serta pengurus DPP PBR
dan DPW PBR DIY diera reformasi.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.
Teknik wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dan informasi secara
langsung dengan sumber primer yaitu pengurus DPP PPP dan DPW PPP DIY di era
ordebaru dan reformasi serta pengurus DPP PBR dan DPW PBR D1Y di era reformasi,
Sedangkam teknik dokurnentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sumber
sekunder, yakni majalah, buku, jumal, tabloid, web site atau informasi lainnya secara tertulis.

Teknik analisis data

Teknis analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi kualitatif.
Proses analisis kualitatif diawali dengan mengumpulkan data dari data wawancara
dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data prosses selanjutnya adalah melakukan
verifikasi atau pengecekan data untuk kemudian diklasifikasikan. Data yang sudah
diklasifikasikan kemudian dianalisis denmgan teknik analisis kualutatif. Analisis
mendasarkan pada interpretasi dan kerangka teori yang digunakan. Analisis
menghasilkan deskripsi secara utuh mengenai pola konflik PPP dan relasi konflik dengan
negara diera orde baru dan reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola konflik PPP dan Relasi konfliknya dengan negara di era orde baru

Salah satu fenomena politik menarik dalam sejarah orde baru adalah konflik partai
khususnya PPP. Begitu seringnya konflik sehingga agak sulit memahami dinamika
politik PPP di era orde baru tanpa menyeriakan perspektif konflik yang dialaminya.
Begitu juga, problrm PPP di era orde baru tidak mungkin bisa dipahami tanpa
menghubungkannya dengan arah penataan politik Orde Baru.

Pengalaman traumatik terhadap partai politik pada masa Orde lama dan kebutuhan
untuk menjaga stabilitas demi kelangsungan pembangunan ekonomi membuat
pemerintah orde baru yang relatif dikuasai militer, menempatkan partai politik pada
posisi yang tidak menguntungkan. Dalam pandanagan militer partai politik bukan hanya
pernah mencampuri urusan mereka, sebagaimana dalam peristiwa 17 Oktober 1952
(Deliar Noer, 1987), tetapi juga oknum pimpinan partai politik juga pernah dianggap
melawan merekasebagaimana terjadi dalampemberontakan pemerintahan revolusioner
republik Indonesia (PRRI)/Permesta (Suswanta, 2000). Pemerintahan orde baru
beranggapan bahwa jumlah partai politik berikut jumlah ideoclogi yang dibawanya identik
dengan jumiah konflikdan ketidakstabilan politik yang dihasilkan.

1. Konsekuensi Politik Dari Fusi Separuh Badan

Problem awal yang dialami PPP yang nantinya berimplikasi pada konflik partai
adalah berkaitan dengan proses kelahirannya yang bukan atas kehendak umat Islam
melainkan atas kehendak penguasa. Jikapada orde lama partai-partai politik muncul
dan lahir atas prakarsa masyarakat sepenuhnya, maka kelahirannya jabang bayi PPP
adalah rekayasa pemerintah. Berkaitan masalah fusi partai, faisal Baasir (mantan Ketua
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DPP PPP, mantan ketua umum Permusi dan mantan Ketua Komisi IX DPR RI) dan
Chosyin Chumaedy (fungsionaris PPP dari tahun 1977-2005 dan wakil sekretaris umum
DPF PPP) mengatakan:

" . sebenarmya bergabungnya partai-partai Islam itu bukan keinginan intermal,
tetapi merupakan rekayasa pemerintah untuk mempermudah mengendalikannya,
karean pemerintah menilai kekuatan partai teretak pada pemimpinnya” (Faisal Baasir, 2006)

* .. seperti kita ketahui bahwa PPP itu terbentuk dari partai-partai berbasis Islam.
Fusi itu sebenarnya terjadi kareana ada kehendak politik untuk menyederhanakan jumiah
partai. Jadi semacam aa rekayasa paolitik dari pemerintah *(Chazin Chumaaedy, 2008),

Menurut Faisal Baasir, akibat dari fusi yang dipaksakan, masih ada kebanggaan
historical dari unsur-unsur pembentuk PPP, yang kemusian menimbulkan kepentingan
pribadi dan kelompok dengan mekanisme aliran. Akibat letih jauh, terjadi persaingan
antar unsur di internal partai. Satu unsur ingin mendominasi unsur lainnya dan dan
akhirmya saling menjatuhkan (Falsal Baasir, 2006)

Masih terdapatnya asas agamadan sifat federatif keempat unsur PPF, yaitu
Mahdiatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Pariai Syarikat Islam In-
donesia (PSN), dan Pergerakan tarbiah Islam (Perti), yang masing-masing berdasarkan
|siam telah membawa persoalan rumit pada PPP. Hal ini disebabkan karena asas
agama dalam suatu partai politik sedikit banyak mencerminkan sislem kemasyarakatan
yang masih terikat pada apa yang disebut Smith sebagai tradisional religipolitical sys-
tem (Fachri Ali, 1985). Dalam masyarakal semacam ini komponene ideologi masyarakat
secara keseluruhan ditarik dari agama dimana tidak boleh ada ideologi
sekuler selanjutnya agama berfungsi memberi legitimasi terhadap tindakan-tindakan
politik dan bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat. Dengan sendirinya,
masyarakat politik (polity) identik dengan masyarakat agama (religion community}.
Konsekuensinya peran kaum agamawan sangat dominan, bukanhanya dalamkehidupan
sosio kultural tetapl juga dalam kehidupan politik. Dengan kata lain paran dan perilaku
politik elit agama sangat menentukan eksistensi partal.

Melihat unsur-unsur PPP yang pada dasarnya merupakan organisasi massa dan
berakar pada masyarakat tertentu dengan landasan keagamaan yang sama sekaligus
berfungsl sebagai idecloginya, maka dalam kategori Geertz, PPF termasuk dalam
kelompok partal aliran (Fachri Ali, 1985). Dengan demikian dilihal dari asas dan
unsurmya, PPP merupakan suatu partal polilik yag bersifat keagamaan, dalam hal ini
Istam sekaligus bersifat aliran. Perbedaan latar belakang sejarah dan kultur serta aliran
(paham) keagarmaan dari masing-masing unsur poartai telah memberi andil yang cukup
besar bagi terbentuknya karakteristik dantingkah laku politik partai. Perbadaan ini juga
bermplikasi pada terdadinya keragaman interpretasi politik. Dalam pandangan NU,
politik menjadibagian dari interpretasi keduniawianmereka terhadap agama. Tujuan-
tujuan politik NU terdapat sepenuhya dalam tujuan keagamaan. Cita-cita politik NU
dapat dimengertl sebagal bagian dari cita-cita keagamaan Islam (Zamakhsyari Dhofier,
1990). Sedangkan kelompok M| melihat politik sebagai realitas yang tidak berhubungna
dengan ideclogi, massamaupun |katan keagamaan yang menjadi landasan
perjuangannya.

Dilihat dari aktualisasinya, konfiik intem PPP terjadi kareana perbedaan interpratasi
alau persapsi politik dari unsur-unsur pendukung partal, khususnya NU dan ML Dalam
pandangan Nu, peran majelis Syuro sangat besar dan masih sangat dibutuhkan, karena
berdasarkan pasal 19 anggaran dasar PPP tahun 1975 dinyatakan bahwa: "segala
fatwa dan permbangan majelis syuroyang bedasarkan hukum agama adalah mengkat
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partai”. Penolakan partal terhadap RUU perkawinan, penetapan P4 dan aliran
kepercayaan yang dimasukkan ke dalam GBHN merupakan sikapyang didasarkan
pada referensi agama berdasarkan fatwa dan perimbangan majelis syuro. Akan tetapi
menurut Mi, kewenangan strukiur keagamaan yang sangat kuat dan dominan dalam
partal hanya menjadi penghambat kearah perwujudan pariai maderm”

Perbedaan persepsi pofitik antara NU dan M| juga teradi dalam kasus UU Pemilu.
Dalam pandangan NU, pemilu merupakkan hal yang prinsip. Penolakan NU lerhaap
UL pemilu didasarkan pada alasan bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan
aspirasi partai politik dan unsur-unsur pendukungnya serta tidak menjamin
terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan bersih. Disisi lain M| mefihat masalah UL
pamilu tidak lebih dari sekadar aturan permainan politik belaka. Penclakan NU terhadap
UL pemilu pada tahun 1980 merupakan awal konflik yang kemudian berkepanjangan
sejak bardirinya PPP.konflik lain NU dan M1 yang disebabkan perbedaan persepsi politik
adalah dengan kasus pertamina, petisl 50 pencalonan anggota DPR |, dan penentuan
jatah kursi pimpinsn komisi DPRL

Konflik NU dan M| yang notabene adalah unsur PPP menjelang pemilu 1982,
menunjukkan bahwa: pertama, apa yang difusikan dalam PPP tampaknya baru sebatas
pada bidang politik dan belum meleburkan karakteristk unsur-unsurnya secara
keseluruhan. Ada kerapuhan dalamtubuh PPP. Kerapuhan tersebut tidak hanya terlihat
dari tidak adanya kesatuan dalam partal yang bemama persatuan tetapi juge
ketidakberdayaan partai terhadap intervensl dari luar sebagaimana tercermin dalam
kasus pemilihan pimpinan komisi di DPR. Dengan demikian ternyata fusi partal yang
dalam bahasa mahbub djunaedi potret separuh badan membawa konsekuensi terteritu.
Benih konflik merupakan bawaan dari unsur-unsur pembentuk partai, telah tertanam
dalam diri PPP. Konflik tersebut cukup rumit dan komplek sehinggatidak bisa disele-
saikan dengan nilal agama yang menjadi asas partal. Kedua, PPP belum mempunyal
mekanisme pengendali atau peredam konflik danjuga kepemimpinan yang kust dan
legitimatil. Ketiga, masing-masing unsur masih mementingkan dif sendid dan belum
memikirkan partal. Partal masih terlihat sebagal perkumpulan federatif daripada partal
yang sesunguhnya. Hal ini mengakibatkn rendahnya Intensitas dialog intern pariai dan
masih kuatnya gejala patron clien relaton ship dalam mekanisme parai.

Parbedaan persepsi antara NU dan M| juga terfadi menjelang dan sesudah mulkiamar
| PPP tahun 1884 serla menjelang muktamar | tahun 1989, kenflik berkisar pada masalah
petaksanaan mukiamar, pembentukan kepanitiaan, penetapan ulusan dasrah formatul
serta sistem pemilihan ketua umum. Meski setiap unsur telah berpengalaman
mengadakan muktamarakan teatpi mukiamar gabungan merupakan hal baru, Dasar
perbedaan sesungguhnya tidak terletak pada persoalan teknis, melainkan pada
kekhawatiran insur-unsur minoritas dalam partai jika muktamar dilaksanakan,

2. Menjadi Partai Berbendera Islam Setengah Tiang

Problem lain yang dihadapi PPP sejak kelahirannya adalah asas Islam yang masih
disandangnya ketika penguasa orde baru berkeinginan mengakhiri ideologi-ideoogi
golongan. Dengan demikian fusi partal yang dilakukan pemerintah awal tahun 1973
pada dasarnya tidak hanya alam rangka penyederhanaan julah parai tetapi juga
penyederhanan ideclogi. Pemberlakuan pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh
organisasi masyarakatdan partai politik telah menciptakan keterasingan (alienasi) dan
kegelisahan bagi PPP. Hal itu semakin mempertajan kenflik yang telah ada sbelumnya.
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Terjadl disorganisasi partal dengan berlakunya pancasila sebagal asas partal.
Indikasi yang memperlihatkan hal itu adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang
penggunaan atribut Islam dalam partal seperti lambang Ka'bah dan juga beberapa
istilah Isiam dalam AD/ART pasca asas tunggal. Elit partai tidak ammpu menyelesaikan
konfiik tersebut.imereka cenderunig menungggu campur tangna pemerintah dalam seliap
momentum konflik jntern partai, Hal ini menunjukka rendahnya lingkat kepercayaan
diri mereka terhadp kemempuan partai dalam menyelesaikan konfiik intermn. Segenap
elit paartai sesungguhnya sedang mencari bentuk yang tepal bagi keberadaan PPP
pasca asas tunggal. Kegagapan partal dalam mencari identitas baru tampak sekall
terlihat dalam persiapan kampanye menjelang pemilu 1987, Partai terlihat belum siap
tentang apayang harus dijual dan bagaimana menjual PPF.

Konflik NU dan Ml membawa implikasi besar terhadap PPP secara keseluruhan
yaitu renggangnya hubungan elit partai dengna masa dimana asin-msing unsur berpljak.
Komunikasi antara masa pendukung dan elit partal hanya berlangsung di sekitar pemilu.
Pasca penetapan pancasila sebagai satusalunya asas dan hilanganya atribut Islam
dalampartai serta sikap pragmatis akomodatif dari elit partai membuat PPP kehilangan
kepercayaan dari umat sekaligus kehitangan ruh sebagai partai Isiam. Meminjam istilah
Syamsuddin Haris, PPP pasca asas tunggal telah menajdi partal berbendera Islam
setengah tiang.

Berkaitan dengan konflik internal partai, Chozin Chunaedy mengatakan bahwa;

“konflik internal memang ada, seperti perebutan posisi dalamkepengurusan

terutama oleh kalangan NU dan M. Keduanya merupakan basis kekuatan partal.

Konflik juga disebabkan akreana ada perebutan untuk mendapatkan jabatan-

jabatan penting di luar partai seperti menjadi anggota DPR atau DPRD. Dengan

demikian konfiik lebih disebabkan oleh hal-hal yangpragmatis bukanhal-hal yang
prinsipil atau ideclogis. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik adalah Idham Chotid

(MUY, Yusuf Yasin (NU), Imran Resyadi (NU), Junael Lubis (ML), Amin iskandar

(MU}, Ismail Hasan Metareum (M1}, Hj naro dan Bustaman {MI}. (Chozin Chumaedy,

2006)

Adanya intervensi pemerintah dalamkonflikinternal partai diakui oleh Faisal Baasir.

Faisal Baasir mengatakan:

"memang ada intervensi pemerintah dalammeblok-blokan unsur Mu dan ML

Pemerintah jauda memasang orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya

untuk menguasal partai. Dalam pemilihan ketua umum Parmusi, Naro dipaksakan

masuk, padahal sejak awal Naro lidak ada, sehingga unsur masyumi dikikis habis.

Satelah masuk PPP, Naro melakukan de NU nisasi. Langkah riNaro itulah yang

ekmudian memunculkan fraksi-fraksl atau sektarisnisme dala tubuh PPP"

(FaisalBaasir, 2006).

Chozin Chumaedy menambahklan bahwa:

* intervensi negara terhadap PPP pada masa Orde Baru cukup besar. Beberapa

langkah yang dilakukan negara dalam rangka itu: pertama, melakukan fusi partai

untukmenjamin slabilitas dan mengendalikan pariai. Kadua, memotong
kepemimpinan dan struktur parlai di tingkal cabang dan ranting dengan
kebijakanfioating mass. Ketiga, penghapusan simbol-simbol Islam akibat
penerapan asas tunggal. Keempat, melemahkan peran ulama (khususnya yang
dianggap radikal dan krtis terhadap pemerintah) dalam kepemimpinanpartai,
denganmemasukkan orang yang dianggap akomodatif terhadap pemerintah
(Chozin Chumaedy, 2006)
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Berdasarkan penjelasan di atas, konflikintern PPP sejak tahun berdirinya sampai
menjelang muktamar 1989 memperlihatkan beberap kecenderungan : pertama, konflik
lebih bersumber pada kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan partai
dan umat yang diwakilinya. Kedua,sumber konflik tidak berasal dari hal yang prinsip
atau masalah yang penting. Ketiga, belum adanya mekanisme penyelesaian konflikyang
efdektif. Keempat, adanya campur tangan pemerintah dalam konflik intern partai.
Campur tangan pemerintah kerapkali justeru karena diundang oleh salah satu pihak
yang terlibat konflik intern partai.

Adanya campur tangan pemerintah dalam berimplikasi padaproses rekruitmen
permimpin partai dan penentuan anggota legisiatif dari partai. Aktifitas partai hanya
terbatas danberkutat pada masalah kepemimpinan dan bagaimana pengurus partai
bisa menjadi anggotalegislatif. Kedua jabatan tersebut selaly diperrebutkancleh semua
pihak dengan menggunakan semua cara dan tanpa memperhatikan fatsoenpolitik.
Keadaan seperti itu akhimya membuat beberapa orang menjadi oportunis dan siap
berakomodasi dengan pihak yag dapat dijadikan patron yaitu militer dan pemerintah.
Siapa yang bisa menjadi peminpin partai dan anggota legislatif dari partai tidaklagi
didasarkan pada masakstif dan dukungan internal partai semata tetapi lebih banyak
ditentukan aleh restu pemerintah.

Pola Konflik PPP dan Relasi Konfliknya Dengan Negara di Era Reformasi

Sejarah mencatat bahwa konflik PPP tidak hanya terjadi di era Orde Baru, tetapi
juga di era reformasi, Konflik yang dialami PPP di era reformasi ini PPP cukup parah.
Keluamya Zaenuddin MZ dan Ja'far Badjsber yang kemudian mendirikan Partai Bintang
Reformasi (PBR, mundurnya Bachtiar Chamsyah dari tim formatur muktamar V, tidak
diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Hamzah Haz dan pemecatan dr. Fauzi A.R
sebagai ketua umum DPW PPP DIY adalah bukti tingginya eskalasi konflik PPP di era
reformasi.

Lepasnya Zaenuddin MZ dan Berdirinya PBR

Konflik PPP di era reformasi berawal ketika Dewan Pimpinan Pusat
memberhentikan enam pengurus pusat yang dirilai menyalahi kebiakan yang telah
digariskan partai. Sejak rencana Silaturrahim Masional (Silalnas) yang digagas Surya
Dharma Ali, Bachtiar Chamsyah dan Zarkasih Moor muncul ke Publik, sudah terdengar
kabar akan ada sangsi bagi mereka yang dianggap tidak taat asas dan tidak mematuhi
aturan main organisasi partai (DPP). Silatnas digagas oleh beberapa fungsionaris partai
untuk mengevaluasi kinerja partai agar tidak ditinggalkan pendukungnya. Akan tetapi
pengurus DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz menganggap bahwa Silatnas
adalah upaya sekelompok anggota partai yang ingin mengganti kepemimpinan DPP di
bawah Hamzah Haz.

Apa yang dilakukan DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz sesungguhnya
menunjukkan bahwa partai belum dikelola secara profesional dan demokratis. Partai
lebih banyak tampak sebagai organisasi pengurus yang elitis daripada arganisasi yang
hidup sebagal gerakan anggota partai. Tidak jarang parial menjadi representasi sang
ketua umum. Elit partai seringkali melihat perbedaan pendapat sebagai hal vang tabu.
Ketika terjadi perbedaan pendapat, tedebih yang ditengarai sudah menjurus pada
konflik, mak pefakunya langsung di pecat, Pemecatan dianggap sebagai fenomina
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biasa. Alasan yang seringkali digunakan adalah menentang kebijakan partai {baca
DPP). DPP PPP di era reformasi memperlihatkan kecenderungan kearah otoriter dan
sentralist/s.

Konflik yang lebih parah dan mengakibatkan munculnya partai tandingan justru
terjadl pasca Mukemnas tahun 2000, yang hasilnya memutuskan Muktamar akan digelar
tahun 2004 setelah pemilu. Perseteruan terjadi antara kubu Zaenuddin M.Z dan Jafar
Badjeber melawan kubu Hamzah Haz dan fungsionaris DFP PPF. Para penggagas
PPP reformasi di bawah komaando Zaenuddin MZ menghendaki Mukiamar
diselenggrakan maksimal tahun 2002 sesuai keputusan Muktamar Luar Biasa tahun
2001, Tarik ulur yang tidak membuahkan hasil mengakibatkan membeiotnya Zaenuddin
MZ dan Ketua DPW PPP DKI Jafar Badjeber membelot. Keduanya kemudian
mendirikan PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi PBR dengan
Zaenuddin MZ sebagal ketua umumnya. Keluarnya Zaenuddin MZ dan Jafar Badjeber
bukan hanya mengimbas ke daerah-daerah, melainkan juga menjadi simbol perpecahan
PPP pasca Muktamar Ancol tahun 1988,

Keluamya Zaenuddin MZ dan kawan-kawan yang kemudian mendirfkan PBR
sebagal tandingan sekaligus pesaing PPP adalah puncak konflik PPP diera reformasi.
Berkaitan dengan fenomena ini, Chozin Chumaedy mengatakan :

“Saya termasuk orang yang menyayangkan perpecahan ini. Memang di era

reformasi ini terjadi refregmentasl umat, dimana para tokoh-tokoh politik umat

heramai-ramal mendirikan partai. Seyogyanya setelah mengalami rekayasa dan
tekanan serta masuk dalam era reformasi serba terbuka seperti sekarang ini
mereka memperkuat PPP sebagal wadahnya. Keluarmya Zaenuddin MZ
sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan yang tidak begitu signifikan. Tidak
puas lantas mendirikan partai baru. Persoalan mendasar yang muncul dipermukaan
adalah karena mundurmya jadwal muktamar. Padahal mundurnya jadwal muktamar
adalah hasll musyawarah, karena pada saal itu PPP akan menghadapi pemilu
friaka perlu persiapan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada hal yang prinsipil. Boleh
dibilang ketika memasukl era reformasi ini memang terjadi liberalisasi politik, jadi

arang gampang mendirikan partal... (Chozin Chumaedy, 20086)

Menurut Ketua DPP PBR Fauzi, latar belakang munculnya PER disebabkan karena
adla kedzoliman yaitu ada orang yang tidak tunduk kepada Anggaran DasarfAnggaran
Rumah Tangga, Kaum reformis dalam tubuh DPF PPF dan beberapa DPW serta DPC
meminta muktamar dipercepal, letapi DPP tidak merespon dengan alasan hal tersebut
hanya diminta oleh beberapa DPW dan DPC. Mengapa muktamar tidak dilaksanakan
pada waktu yang semestinya, jelas ada kepenlingan. Muktamar harusnya bisa
dilaksanakan pada waktu itu, terlebih lagi kondisi sosial masyarakal menghendaki
terjadinya regenerasi dalam tubuh partai. Hampir setengah DPW dan OPC mnedukung
serta menghendakl adanya regenerast. Telapi Hamzah Haz tidak merespan, dan hal
ity menimbulkan kekecewaan tokoh-tokoh reformis PPP. Pada awalnya kaum reformis
hanya ingin melakukan reformasi internat partai dalam rangka kaderisasi. PPP adalah
amanah dan DPP harus melaksanakan muktamar sebelum pemilu 2004 tepatnya tahun
2002, tetapi tidak fidak adanya respon dari DPP membuat beberapa tokoh yang dimotor
Zaenuddin MZ, Ja'far Badjeber dan Zaenal Ma'arif merasa patah semangat berparial
dalam PPP. Mereka kemudian berinisiatif mendirikan Partai Persatuan Pembangunan
Reformasl. Tetapi karena ada undang-undang yang melarang nama partai yang sama,
maka kemudian diubah menjadi Parlai Bintang Reformasi (PBR}. Hampir semua or-
ang PPP yang memiliki semangat keislaman dan reformasi semuanya keluar dar PPP
dan bergabung dengan PBR..
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Menanggapi konflik PPP di era reformasi, Faisal Baasir mengatakan bahwa konflik
PPP di era reformasi yang menyebabkan Zaenuddin MZ keluar dan kemudian
mendirikan PBR adalah bukan konflik internal partai. Konflik tersebut lebih disebabkan
karena kepentingan pribadi untuk menduduki jabatan sehingga mendirikan partai politik.
Dan itu sah-sah saja. Jadi dalam konflik PPP di era reformasi tidak ada intervensi
negara, yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Sedangkan Eggy Sudjana
mengatakan;

“Materi konflik PPP di era reformasi hanyalah persoalan teknis, yakni berkaitan

dengan bagaimana mengelola partai dengan baik. Zaenuddin MZ harus dihargai

keinginannya, ia menginginkan muktamar segera dilaksanakan karena banyak
persoalan yang harus segera diselesaikan disamping ada hasrat kepentingan,
yaitu ingin mengantikan Hamzah Haz. Akhimya konflik terjadi dan ia keluar dari

PPP dan mendeklarasikan PPP reformasi yang kemudian menjadi PBR.

Sayangnya pak Hamzah Haz tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan

konsolidasi internal, tetapi justru membiarkan semuanya terjadi sehingga teriadilah

konflik.” (Eggy Sudjana, 2006)

2. implikasi Konflik, Tantangan dan Masa Depan PPP

Menurut Eggy Sudjana implikasi konflik internal PPP adalah Menurunnya suara
PPP dari 25 juta suara pada pemilu 1999 menjadi 10 juta suara pada pemilu 2004,
Secara politis institusi partai menjadi lemah dan secara sosiologis kepercayaan
masyarakat terhadap partai menurun. Harus diakui pengelolaan institusi partai memang
tidak bagus. Menurut saya pengurus partai harus diberi sangsi moral jika melanggar
atau terjadi sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai. Sangsi
moral dapat berupa berupa larangan menjabat dalam kepengurusan partai.

Berkaitan dengan perkembangan PPP ke depan, Eggy menyarankan agar:
Pertama, partai harus dipimpin oleh orang yang berkualitas, memhamai partai dan
juga memahami negara. Kedua, partai harus mempertegas garis ideologinya, yaitu
Islam. Ketiga, secara administrasi partai, harus ada standar keberhasilan dan kegagalan
partai. Keempat, harus ada sinergi antar golongan agar konflik partai tidak terjadi lagi.
Kelima, kepentingan pragmatis sesaat harus dikikis habis dalam kader partai.”

PPP perlu mencermati beberapa isu strategis, antara lain : Pertama, dampak dari
sistem multi partai, juga perubahan sistemn pemilu legislatif, dan kepala negara dan
juga daerah. Kedua, penegakkan hukum dan meralitas. Elit dan kader partai harus
berdiri di garda depan dalam pemberantasan KKN dan moralitas.kader partai harus
dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Partai harus memberikan sangsi
yang jelas dan tegas kepada kader yang terbukti melakukan KKN. Ketiga, partai periu
mencermati kebijakan pengurangan subsidi dan menggali potensi daerah karena
kesenjangan antar daerah masih terjadi. Keempat, tanggungjawab secara moral
terhadap persatuan umat. Kelima, merumuskan alternatif strategi penanganan utang
luar negeri (hadimulya, 2006).

Selain itu, PPP juga perlu melakukan konsolidasi dari bawah. Sebagai bagian
dari konsolidasi organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka kaderisasi menjadi
mutlak untuk dicptimalkan. PPP harus mempunyai kemampuan membuka diri terhadap
masuknya kader-kader baru dengan asal usul dan keahlian yang beragam. Partai perlu
mengembangkan potensi para kader dan juga meningkatkan manajernen dan strategi
komunikasi politik serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Keberadaan
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beberapa organisasi sayap (ulama, perempuan dan pemuda) periu dikembangkan
dengan baik Perlu disosialisasikan paradigma baru partai hasil Mukernas tahun 2000
agar tumbuh budaya politik baru di lingkungan partat.,
Analisa Pola Konflik PPP dan Relasi Konfliknya Dengan MNegara di Era Orde baru
dan Reformasi
Berkaitan dengan bentuk konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi, Chozin
Chumaedy menjelaskan :
“ Jika di era Orde Baru konflik PPP disebabkan oleh konflik antar faksi-faksi yang
ada, yang paling daminan adalah antara NU dan MI, ditambah dengan intervensi
pemerintah, maka di era reformasi tidak seperti itu, Konflik PPF di era reformasi
bukan lagi disebabkan cleh konflik anlar faksi tetapi sama-sama Karena
pragmatisme kepentingan dalam rangka meraih jabatan-jabatan politik. Bagaimana
bisa dikatakan konflik antar faksi, kalau pak Hamzah Haz dan Zaenuddin MZ
adalah sama-sama dari N, Demikian juga ada yang kanflik padahal sama-sama
dari MI. Jadi di era reformasi ini agak susah dipetakan. Dengan kata lain, konflik
lebih sering muncul karena faktor ketidakpuasan saja. Mungkin kalau di partai
baru-PBR- ia bisa berkuasa dan juga bisa menampatkan orang-orangnya di DFR
atau menjadi menteri. Sedangkan kalau tetap di PPP dia harus anlri dan
menunggu.” (Chozin Chumaedy, 2006) Dilihat dari faktor penyebabnya, lerdapat
perbedaan konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi. Konflik PPP di era Orde
Baru lebih banyak disebabkan karena intervensi negara, sedangkan di era
reformasi menunjukkan persainagn elit partai dan belum adanya kedewasaan
berpolitik para akior politik lebih relevan untuk dijadikan fakior penyebab konflik
PPP. Perbedaan juga mencakup bentuk, sifat, materd dan upaya penyelesaian
konfliknya. Bentuk konflik PPP di era Orde Baru lebih merupakan perseleruan
kekuasaan antar faksi yang ada di dalam partai, terutama antara NU dan MI.
Sedangkan di era reéformasi bentuk konfliknya merupakan perebutan kekuasaan
antar elit partai antar generasi tua dan muda. Adapun sifat konflik PPP di era Orde
Baru adalah benturan kekuasaan antar golongan sedangkan di eva reformasi sifal
konfliknya adalah pragmatisme individu untuk mendapatkan kekuasaan. Maler
konflik PP di era Orde baru ada prinsipkareana sudah menyangkul ideclogi partai,
yaitu kefika negara menetapkan asas pancasila sebagal salu-salunya asas bagl
seluruh ormas dan partai politik, Tetapi da juga yang tidak prinsipil, yaitu berkaitan
dengan perebutan kekuasaan, misalnya politik diskriminasi Naro terhadap NU
dan keluarnya NU dari PPP.Sedangkan materi konflik di era reformasi tidak
berkaitan dengan masalah prinsip, tetapl berkaitan dengan masalah teknis,
ketidakpuasaan terhadap kinerja partal. Implikasi konflik adalah penurunan tingkat
kepercayaan rakyat terhadap partai, sebagaimana terlihat dalam pemilu legistatif
2004 dan pemilu presiden/wakil presiden 2004. Pada era Orde Baru, jalan keluar
yang ditempuh aleh NU karena merasa diperiakukan tidak adil oleh Naro hanyalah
menarik diri dari PPP dan kembali menjadi ormas. Melakukan penggembosan
terhadap PPP dan membebaskan warganya untuk memilih partai. Peluang
mendirikan partai baru tidak dimungkinkan secara yuridis formal pada masa lu.
Berbeda dengan era reformasi. Ketidakpuasan terhadap kinerja pariai bisa
diwujudkan dengan keluar dari partai dan kemudian membentuk partal baru yang
menjadi saingan dan tandingan partal sebelumnya. Terlihat, balk di era Orde Baru
maupun reformasi, partal tidak mempunyai mekanisme penyelesaian konflik secara
efaldif. Konflik dibiarkan terjadi dan kemudian yang terlibal konflik juga diblarkan
mencari jalan keluarnya sendiri.
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Selain perbedaan pola konflik, terdapat juga perbedan relasi konflik PPP dengan
negara di era orde baru dan reformasi. Campur negara dalam konfiilk PP di era Orde
Baru sangat besar, Megara berkepentingan melemahkan partai karena partai dianggap
sebagal biang konflik dan instabilitas politik, Intervensi negara dilakukan mulai dengan
palitik penyederhanaan jumlah partai dan juga melalul operasi inteligen yakni dangan
memasukkan orang-orang menjelang pemilu. Masuknya Naro dan Ismail Hasan
Metareum dapat menjad| bukti akan hal ini. Mereka. dimasukkan ke dalam partal dengan
maksud untuk menggeser tokoh-tokoh partai yang dianggap radikal dan tidak
akomodatif terhadap pemerintah. Untuk melemahkan partal, negara juga membuat
aturan main yang melarang pariai mempunyai struktur di tingkat cabang dan ranting.
Kebijakan yang lebih dikenal dengan floating mass. Ideclogi Pancasila juga merupoakan
upaya melemahkan partal. Kebijakan asas tunggal jelas merugikan PPP, karean
membuat PPP kehilangan jati diri dan identitasnya sebagai partai lslam

Campur tangan negara yang Sangat dalam terhadap partai di era Orde Baru
meambuat partal manjadi sangat tergantung kepada negara. Partai menjadi tidak percaya
dini dan tidak bisa menyelasaikan persoalannya sendir. Tidak jarang. campur tangan
negara seringkali justru karena diminta oleh elit partai. Campur tangan negara tertuju
pada penentuan keiua umum dan anggota legislatil dari partai. Restu negara menjadi
penentu siapa yang akan menjadi ketua umum dan siapa yang akan menjadi anggota
legisiatil dari partai. Negara tampaknya melihat partai hanya dari pemimpinnya. Jika
pemimpinnya sudah dipegang maka partai tersebut akan mudah dikendalikan. Jadi
tidak mengherankan, fika banyak elit partai yang mendekat kepada negara agar bisa
menduduki jabatan trsebut, meski harus menggunakan semua cara dan melanggar
efika politik. Asas dan ideologi partai tidak mempunyal pengaruh sedikitpun terhadap
pariiaku politik elit partai, Aktifitas partai ada dan marak hanya kelika menjelang mukamar
dan pemilu. Setelah itu, partai seakan tidak melakukan apa-apas sampai muktamar dan
pemilu tiba.

Sementara di era reformasi, posisi Negara sangal lemah, Negara mengalami
delegitimasi yang sangat parah. Lengsernya Soeharto ternyata dibarengi dengan
turunnya wibawa seluruh institusi neaara di satu sisi dan penguatan institus| rakyat-
termasuk partai-di sisi fain, Dengan keadaan seperti itu, tidak memungkinkan nagara
melakukan intervensi terhadap partal, karena negara juga tidak mampu mengatur difinya
sendiri. Di era kebebasan politik ini, peran partai politik sangat dominan dan merupakan
satu-satunya isntitusi politik yang konstitusional dalam pemilu. Pariai politik mempunyai
kewenangan yang luas untuk mengatur urusannya sendiri dan menentukan
kebijakannya. Parlai palitik di era inl menjadi kekuatan penyeimbang pemarintah melalul
wakil-wakilnya di parlemen, Hal yang ironis, Era keterbukasn dan kemandirian termyata
justru membuat ege elit partal menjadi sangat tinggi. Tidak puas dengan kinerja partai
fantas membuat jalan pintas dengan membentuk partai baru yang menjadl saingan
dan tandingan partal sebalumnya. Secara politik, pembeniukan partal baru jelas hanya
akan memperlemah partai lama, meskl bisa jadi menguntungkan pelakunya. Secara
yuridis formal memang dimungkinkan di era reformasi inl. Hal yang terlihal sama dan
tidak mengalami perubahan dari fenomene konfiik PPP di era Orde Baru dan reformasi
afalah selain partai belum mempunyal mekanisme pengendalian serta penyelesaian
konflik secara efeklif adaiah juga belum adanya kedewasaan berpolitik dari para alit
partai. Elit partai partai mengedepankan ego dan ambisi poliliknya untuk meraih atau
memperlahankan kekuasaan. Barangkall mereka lupa, bahwa era reformasi ternyata
membuat motif perilaku politk mereka menjadi sangat tefanjang. Jika di era Crde
Baru, negara masih bisa menjadi kambing hitam dari berbagal konflik yang dialami
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partal, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara kesaluruhan berdasarkan data yang berasal

dari dokumentasi maupun wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Konflik PPP di era Orde Baru lebih banyak merupakan konfiik anizr faksi dalam
rangka untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, utamanya antara NU
dan MI. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua
unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik.
Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta
alienasi palitik. Adapun sifat kanfliknya ada yang semi prinsipil tetapi lebih banyak
tidak prinsipil. Sementara di era reformasi, konfliknya bukan antar faksi melainkan
antar individu elit partai dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan
kekuasaan. Ego elit partai sangat tinggi, Sumber konflik lebih banyak berasal dari
faklor kelangkaan posisi dan sumber serla alienasi politik. Tidak ada pengaruh
faktor ideologi. Adapun sifat konfliknya sama sekali tidak prinsipll. Hal yang sama-
sama terjadi baik di era Orde Baru maupun reformasi adalah PPP tidak mempunyai
mekanisme baku dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Tetapi hal yang berbeda
adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik.
Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa menjadi
partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang
menjadi saingan bagi PPP.

Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan
ditakukan mulai dengan mambuat kebijakan penyederhanaan partai, penetapan
asas tunggal Pancasila, floating mass, dan operasi intelijen dengan menempatkan
arang-orangnya dalam tubuh partai, Orde Baru memandang pariai sebagai sumber
instabilitas paolitik, sehingga harus ditundukkan baik secara ideelogis maupun
kepemimpinannya. Kebijakan Orde Baru tersebul dilakukan dalam rangka unfuk
menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi. Sementara di era reformasi,
campur tangan hampir datam konflik partal hampir lidak ada. Negara di era
reformasi mengalami krisis legitimasi yang membuat dirinya tidak memungkinkan
untuk melakukan intervensi pada institusi partai. Sebaliknya, era reformasi member
kewenangan besar kepada partai untuk mengelola dan menentukan arah
kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam”
dalam konflik partai. Intensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi
menunjukkan bahwa elit partai belurm mempunyai kedewasaan dalam berpolitik.
Ego dan ambisi politik pribadi untuk kepentingan jangka pendek adalah bukti belum
adanya kedewasaan itu.

SARAN-SARAN

1.

Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan
pelembagaan demokrasi prosedural dalam tubuh partai dan peningkatan
penghayatan akan ideologl partal sebagai bagian dari ruh perjuangan politik.
Termasuk di dalamnya pengaturan tentang mekanisme penyzlesaian konflik partai
secara efektif
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partal, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara kesaluruhan berdasarkan dala yang berasal

dari dokumentasi maupun wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Konflik PPP di era Orde Baru lebih banyak merspakan konflik antar faksi dalam
rangka untuk merebut atau memperiahankan kekuasaan, utamanya antara NU
dan MI. Konfiik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua
unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik.
Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta
alienasi paolitik. Adapun sifat konfliknya ada yang semi prinsipil letapi lebih banyak
tidak prinsipil. Sementara di era reformasi, konfliknya bukan antar faksi melainkan
antar individu elit partai dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan
kekuasaan. Ego elit partai sangat tinggi, Sumber konflik lebih banyak berasal dari
faklor kelangkaan posisi dan sumber sarla alienasi politik. Tidak ada pengaruh
faktor ideologi. Adapun sifat konfliknya sama sekall tidak prinsipll. Hal yang sama-
sama terjadi balk di era Orde Baru maupun reformasi adalah PPP tidak mempunyai
mekanisme baku dan efektif dalam menyetesaikan konflik. Tetapi hal yang berbeda
adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik.
Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa menjadi
partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang
menjadi saingan bagi PPP.

Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan
ditskukan mulai dengan mambuat kebijakan penyederhanaan partai, penetapan
asas tunggal Pancasila, floating mass, dan operasi intefijen dengan menempatkan
arang-orangnya dalam tubuh partai, Orde Baru memandang pariai sebagai sumber
instabilitas politik, sehingga harus ditundukkan baik secara ideclogis maupun
kepemimpinannya. Kebijakan Orde Baru tersebul dilakukan dalam rangka uniuk
menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi. Sementara di era reformasi,
campur tangan hampir datam konflik partal hampir lidak ada. Negara di era
reformasi mengalami krisis legitimasi yang membuat dirinya tidak memungkinkan
untuk melakukan intervensi pada institusi partai. Sebaliknya, era reformasi memberi
kewenangan besar kepada pariai untuk mengelola dan menentukan arah
kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam”
dalam konflik partai. Intensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi
menunjukkan bahwa elit partai belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik.
Ego dan ambisi politik pribadi untuk kepentingan jangka pendek adalah bukti belum
adanya kedewasaan itu.

SARAN-SARAN

1.

Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan
pelembagaan demokrasi prosedural dalam tubuh partai dan peningkatan
penghayatan akan ideologl partal sebagal bagian dari ruh perjuangan politik.
Termasuk di dalamnya pengaturan tentang mekanisme penyzlesaian konflik partai
secara efektif
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2. Secara umum berkaitan dengan upaya meningkatkan kepercayaan rakyat, PPP
perlu menjalankan fungsi esensialnya sebagai partai politik, yaitu pendidikan politik,
komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat
dan aktif menyelesaikan permasalahan yang terjadi df masyarakat. Untuk itu PPP
perlu menyusun platform dan program riil yang berpihak pada rakyat

3. PPP memerlukan pemimpin yang mampu menterjemahkan visi dan misi partai
termasuk pandangannya berkaitan dengan program sampai pembagian kerja
dalam struktur partai dari mulai tingkat atas sampai bawah
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